


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ILembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2011 Namur
82.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tenumg Pengisdaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tamtmlian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, trrakhir dengan Undung.
Undanit Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubehan Ncduu
Atha Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerininhan Daemh (Lembaran Negura Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Peruturan Petnerintalt Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nattier 89,Tambahan Lembaran
Negaru Republik Indonesia Nomor 47411;

8. Peraturan Pemerintah .Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daemh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.Tambahun Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45781;

9. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Baning Milik Ncgara/ Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 20. Tambahnn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46091
sebagaimana telah diubah dengan Peraturun Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Ants Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 terming ProwloMan
Barring Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

20. Peraturan Presiden Nomor Nomor 71 Tabun 2012 tentang
Pertyclvnggaman Pcngodoan Tana' Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah
diubah beberapa kali. tenikhir dengan Pernturan Presiden
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Fresh/en Nomor 77 Tabun 2012 tentang
Penyelengganian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 55);



13.

14.

15.

1t

Peraturan Menton Dalam Negeri Nomor 13 Tuhun 2006
tentang Pedoman Ptngclolaan Keuangun Daerah,
sebagaimana ;doh diubah beberapa kali ienikhir dengan
Peraturan Mental Deism Negeri Nomor 21 Tabun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturun Mental Palm,
Negev Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaun Keuungan Daerah 1Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturun Mental Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biayu Opentsional dart Biaya Pendukung
Penyelenggaraon Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dare Anggaran
Pendapatan clan Belanja Daerah Malta Negara Republic
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

Peraturan Menton Dalam Negcri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Baits
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Kcuangan Notnor 13/PMK.02/2013
tentang Biaya Operasional dun Biayn Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum Yung bersumber don Angguran
Pendapatan dun Belanja Negani;

Peraturan Kepalo Badun Penanahan Nasinnal Nomor 3
Tabun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 terming Pengadaan Tanah
Magi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum sebagauruina teal diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Alas
Peraturun Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pengadium Tanah Bagi Petaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum,

16 Peraturan Kcpalu Sudan Pertanahan Nasional Nomor 2

Tahun 2011 tattling Pedoman Pertimbangan Teknis
Pertanahan dalam Penerbitan ljin LokmaPenetapan Lokasi
clan ljin Perubahtin Penggunuan Tamil',

17. Peraturan Kepals Badan Pertanahan Nasional Nomor 5

Tuhun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peluicsaruuin
Pengadaan Tonal sebagaimana taints diubah dengan
Peraturan Kcpala Sudan Pertanahan Motional Namur 6
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepalu
Badart Petanahan Nasional Namur 5 Tahun 2012 terming
Petunjuk Teknis Pclaksanaan Pengadaan Tanah (Berko
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomi (x48);



18 Pcraturan Duerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembcntukan, Organisasi dun Tata Kens
Sekretanat Dacrah dan Sekreturiat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tuhun 2008 Nomor 10) sebagaimuna tclah
diubah beberapa kali tcrakhir dengan Peruturan Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kcdua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 10 Tahun 2008 uniting Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat. Daerah dan Sekrctariat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor
14),

MEMUTUSKAN

Menetapkart : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG
PENGADAAN TANAH YANG LUASNYA TIDAK LEBIH 5 (LIMA)
EKTAR BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN

UMUM DI KOTA BANJARBARU

BABI
| KETENTUAN UMUM

Pasrd 1

rt. Ptliran Walikota ini yang dunuksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pcmcrintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagat Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daenth yang Memimpin Pclaksanaan Urusan Pemerintah yang
Menjadi Kcwcnangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjurbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daenth Kout Banjarbaru.

5. Asisten Tata Permerintahan adtdah Aststen Tata Pemerintahan pada Sekretariat
Dacrah Kota Banjarbaru.

6. Kepala Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjulnya disingkat
SKPD adalah Kepala Instansi/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

7. Sedan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disinglat BPN adalah Sudan
Pertanahan Kota Banjarbaru

B. Instansi /SKPD adalah Saluan Rcrju Pcrangkat Dacrah di Lingkungan
Pernerintah Kota Banjarbaru dan/atau Badan usaha Milik Daerah Kuta
Banjarbaru

Y. Pengadaan Tanah adalah kematan menyediakan umah dragon cant memben
ganti kerugian yang layak clan add kepada Pihak yang berhak.

10. Pihok yang herbal( adalah pihak yang menguasai cum memiliki objek pengadaan
tench.

Il. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah,ruang arcs tanah dan bawah
tunah.bangunan, tanaman, bends yang berkaitan dengan tanah,atau Lainnya
yang dapat dinilai.



12.Hak Mae Tonal, adalah hak mas tanah sebagaunana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tabun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarta dan
hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

13. Kepcntingan Umum 'IMAM kcpenungan bangsa, negara, dan masyamkat yang
harts diwujudkan oleh pcmcrintah dan digurtalum sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.

14. Konsultast Publik adalah proses kontunikasi dialogis aunt musyawarah antar
pihak yang berkepentingan mum mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam
perencana Pengadaan Tonal, bagi pcmbangunan untuk kepentingan umum.

15. Pcicpasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dart pihak yang
berhak kepada negara =taint BPN

16, Garth Kcrugian adalah penggantian yang layak den add kcpada pthak yang
berhak dalam proses pengadaan tanah.

17. Penthuan Pertanuhan, yang selanjutnya dascbut Pcnilai adalah twang
perseorangan yang mclakukun penilaian seeara indepcnden dan proteston yang
telah mendapatkrm izin praktek penilman dan Mental Keuangan dan telab
mendapat lisensi dan BPN untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan
tanah.

18. Penetapan Lokasi adalah pcnetapan auts lokasi pcmbangunan untuk
kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan walikota.yang
dipergurtakan scbagai izin untuk pcngadaan tanah, perubahan pcnggunaan
tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pcngadaan tanah bagi pcmbangunan
untuk kepentingan umum.

19.Tim Pelaksana adalah satuan yang dibcntuk oleh insttmsi untuk MeMbalitti
pelaksanaan pcngadaan tanah.

20. Ruang alas utnah dan bawah tanah adalah ruang yang uda dibawuh permuktum
bumi dan/slat yang ada diatas perrnukaan burnt sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhuhungan dengan pcnggunaan tanah.

21. Dokumen perencanaan adalah dokumen perencanaan pengadaan tanah yang
disusun etch instansi /SKPD yang memerlukan t nab.

BAB II
TUJUAN

Paull 2

Tujuan diteutpkanya Peraturan Waltham ini adalah sebagni pedoman dalam
pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang
luasanya tidak Icbih dan 5 (lima) hektur di Kota Banjarbaru.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kcsatu
Tahapan Pengadaan Tanah

Pawl 3

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum disePenggarakan melalui tahapan yang
terdiri dari :

a. percncanaan;

b. persiapan;

c. pelaksanaan;dan

d. pcnyerahan basil;



Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 4

IT) Dakun tahapan pcmneanaan, instansi yang memerlukan tanab wujib membuat
dokutnen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mentirut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dokumen pereneanaan pcngadaan tanah untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud nut (1) dtdasarkan alas Rcncana Tam Ruang WiMyatt
Kota Banjarbaru den prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rcncana
Pembangunan Jangka Menengah,Rencana Strategis.Renama Kerja Pemerintah
Instansi yang bcrsangkutan.

Pasal 5

11) Dokumen perencanaan pengadaan Canal untuk kcpcnungan utnum
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 chsusun dalam bentuk proposal saterhana
yang paling sedikit memuat

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

b. kesesuaian dongan rencana tare ruang wilayah dan rencana pembangunan
&tenth,
Icrak dan lokasi tanah;

d. luasan tanah yang diperlukan;

c. gamberan umum status tanah;

L perkintan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;

g. perkiraan jangka waktu pcmbangunan;

h. perkiraan nilai tar:all40n

L sumber pendanaan.

(Z Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat III dibuat dun
ditetapkan oleb Instunsi/SKPD yang memedukan umah sclanjutnya discrahkan
ke ada Walikota.

Bagian Ketiga
v Tahap Persiapan
Pasal 6

ﬂ.stansi/SRPD yang mcmcrlukan tanah mclaksanalmn tahapan ketpatan persiapan
péngadarinberclasarkan dokumcn perencanaan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada pass( 5 meliputi kegiatan :

a. pemberitahuan rencana pembangunan;
b. pendataan awal lokasi;dan
c. kOnsullasi publik.

Pasal 7

11) Pemberitahuan rencana pembangunan scbagaimana dimaksud pada pasal 6
huruf a disampaikan kepada pemilik tarsal, pada MICalUI lokasi pembangunan
untuk kepentingan umum. balk langsung maupun tidak langsung.

12) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada twat (I)
memuat infonriasi mengenai;
a. maksud Mtn tujuan rencana pembangunan; dan
b. (risk tanah clan Inas tanah yang dibutuhkan.



(3) Pemberitahuan rencana pembangunan ddakukan dengan cara
a. sosialisasi:
b. tatap muka; atau
c. aural pemberitahuan.

Pima) 8

Pcndautan awal lokasi sebaguimana dimaksud path Pasul 6 huruf b mchputi
kegiatan pcngumpulan data awal pihak yang berhak den objek pcngadaart tanah.

Pasul 9

(I) Pihak yang berhak sebtagaimmat dimaksud pada pasal 8 berupa
perscorangan,badan hukum.badan sosial.badan kcagamaan,atau instansi
pcmcrintah yang memiliki atau manguasai objek pengadaan wrath sestuti
dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.

12) Pihak yang berhuk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi :
a. pemegang hak etas tanah;
b. pcmcgang hak pcngelolaan;
c. pemcgang dasar pcnguasaan tanah;
d. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad balk; dan
e. pemilik bangunan,tanaman atnu heath lain yang berkaitan dengan tanah.

13) hasil pcndautan awal lokasi rencana pembnngunan digunakan sebagat data
untuk pclaksanaan konsultast publik rencana pembangunan

Pasul 10

(I) Konsultasi publik scbagaimena dimaksud pada Pasal 6 huruf c dilaksanakan
untuk mendapatkan kescpakatan lokasi rcncana pcmbangunen Bari pihak yang
berhak dengan melibatkan pihak yang berhak dan dilaksanakan di tempat
rcncana pembangunan kepentingan umum atau ditempat yang disepakati.

(21 Pchbatan pihak yang berhak dapat dtlakukun melalus perwaktlan dengan aural
kuasa duh dan olch pihak yang berhak was lokasi rencana pembangunnn.

(3) Setelah mcncapai kescpakatan,maka dituangkan datum bcntuk berth scam
kescpakatan dan diketahut olch Camat dan Lurah scternpat, kcmudian Instans:
yang memerlukan mnah dapat mcngajukan pernmhonan pcnctapan lokasi
kcpada Walikota.

(4) Walikota racnetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 (cmpat betas) hart
kcrja tcrhitung sejak diterimanyn pengajuon permobontut penctapan filch
Instansi/SKPD yang memerlukan tanah.

Dagian Xecmpar
Tahap Pelalcsanaan

Pawl 11
(11 Bergistikan  pcnctapan lokasi  pembangunan untuk kepentingan

urndm, listansi/SKPD yang memcdukan Leash mcluksanukun pcngudaan
_ utnala---;






Pasal 16

Pclaksanaan pcngadaan tanah mclaksannkan musyawarah sebagaimana
dimaksud pada Pass) 13 hum( c dengan pihak yang berhak berdasarkan dari
hasil penilaian dari lembaga pentlaian publik_

12) Musyawarah sebagannana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung
untuk menetapkan bentuk ganti kerugian herthmarkan hasil pentlaian ganti
kerugian.

13) Dalam mutiyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana
pcngadaan mush menytimpaiktin besarnyn ganti kerugian ham) penilman
lembaga penilai publik.

Pasta 17

(II Ketue tim pelaksana pengadaan umiak mengundang pare pihak yang berhak
dalam musyawarah pentapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan
waktu pclaksanaan.

(21 Musyawarah scbagaimana dimaksud pads ayat (11 dipimpin oleh ketua
pelaksana pengadaan tanah atau pejabnt yang ditunjuk dan dihadiri scluruh
anggota tim pelaksana pengadaan tanah.

Patti 18

111 Pembayaran ganti mgi kcpada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada
Past 13 hum( d becrdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah yang
dituangkan datum benta cram kesepakatan.

421 Instansi/SKPD yang memerlukan tanah membuat !undo terima pembayaran
ganti mgi dun bentuk alas pembayaratt.

(3) Pembayaran ganu mgi sebagamana dimaksud pada ayat (1) di tindak lanjuti
dengan penandatangan pcmyataan pclepasan hak atas umah.

(4) Pada sant penandatangan pernyataan pelepasan hak alas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (31 pihak yang berhak wrath menycrahkan dokumen ash
bukti kepemilikan kcpada ketua tim pelaksana pengadaan tanah.

45] Betts acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
olch selumh tim pelaksana pengadaan utnah dan pihak yang berhak yang
hadir atau kunsanya.

Pawl( 19

Dialaar hal ier3adinya kesepakatan nilai ganti rugi, make instant yang memerlukan
77.132i--4.4nah-clan pihak yang berhak mcmbunt surat pernyataan melepaskan hak atam
iliketahui olch Ketua RT, Lurah dan Camat scsuai Ictak tanah

I Pasal 20

Setelah dilaksanakan pelepasan hak Aims tanah sebagaimana dimaksud pada pasal
19. maktt instant yang memerlukan tanah hams mengajulcan permuhonan hak
atas tanah kepada instansi yang berwenang mencrbitkan sertifilcat hak atas
tanah.dakn hak ini bcrundak untuk dun atas nama Pemerintah Kota 13anjarbaru.



Bagian Kelimu
Tahap Pcnyerahan Hasil

Pasal 21

Sebagai tahap akhir dart proses pengadaan tanah untuk pembangunan
kepentingan umtun adalah tahap penycrahan basil pengadaan tanah kepada
instansi/SKPD yang memerlukan tanah yang akan melakulcan pcmbangunan
kcpentingan umum dengan terlebih dahulu mendaliarkan tanah yang dipecalchnya
sesuai ketentuan peraturun perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 22

(1) Biaya operasional dan biaya pendukung penyelenmaraan pengadaan wrath bag]
pclaksanaan pembangunan untuk kcpcntingan umum oleh Instansi/SKPD
bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Etclanja Darrell Kota Banjarbaru
yang ditetapkan oleh Walikota sesual dengan standar harga statism.

(2) Pcnganggaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung sena standar
harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmperhatikan
penganggaran dan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Republik Indonesia.

(3) Standar harga satuan untuk biaya operasional dan biaya pendukung kegintan
scnifikat mempcdomani biaya sari( pentrimaan negara bukan pajak sesuai
peraturan perundang-undtmgan di bidang perumahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 23
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkun.

Agar scuap orang mengetahuinyamcmcrintahkan pcngundangan Peraturan
Walikom ini dengan pencmpatannya &lam Bents Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetspkan di Banjarbaru
Ieta tanggal

j.WAL1KOTA BANJARBARU,

p

I C H. MART vUS
Diundangkan di Banjurbaru
pada tanggal

PIt. SEKRETARIS DAERAH

H.SA ABDULLAH
BERT A DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR... -
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